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LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI

NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN
TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Satuan Biaya Masukan
Lainnya melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-

209/MK.02/2015 tanggal 16 April 2015, dipandang
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Mengingat

perlu merubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar
Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di
Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

24 Tahun 2015;

bahwa perubahan standar honorarium dan transport
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan Dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Anggaran
Pendapatan dan Belanaja Negara Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5669);



10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 Tentang
Sekolah Tinggi [lmu Administrasi Lembaga Administrasi
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana
telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan
Atas Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang
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Menetapkan

Standar Biaya Masukan Tahun 2015(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413);

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi [lmu Administrasi Lembaga Admnistrasi
Negara di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang;

14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT
PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Menyisipkan dua pasal diantara Pasal I dan Pasal II, yaitu
Pasal I A dan Pasal I B Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium
dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga
Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1113) sehingga

berbunyi sebagai berikut:



2015, No.1892

Pasall A

Pembayaran honor dan transport yang berlaku di lingkungan

STIA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan

Kepala ini berlaku sejak Januari 2015.

(1)

(2)

Pasall B

Pengaturan mengenai pembayaran honorarium dan
jumlah jam pelajaran minimal widyaiswara pada
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1
Tahun 2014 tentang Standar Honorarium dan Transport
Pelaksanaan  Kegiatan Di Lingkungan Lembaga
Administrasi Negara Tahun Anggaran 2014 masih tetap
berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang
baru dan tidak Dbertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I B Ayat 1

berlaku sejak Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



